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KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188 / t4 /K/ 41 t.Ot3 / 2024

TENTANG
BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KAT}UPATEN NGANJUK TERMIN I TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang

Mengingat

BUPATI NGANJUK,

bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan
untuk melaksanakan ketentuan pasal S peraturan Bupati
Nganjuk Nomor 23 Tahun 2O2l terltang pedoman Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi pengajuan,
Penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan
Bantuan Keuangan Partai politik Kabupaten Nganjuk, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Bantuan
Keuangan Kepada Partai politik Kabupaten Nganjuk Termin I
Tahun Anggar art 2024;

1. Undalg-Undang Nomor 2 Tahun 200g tentang partai
PoLitik sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang
Nomor 2 Tahun Tahun 201 l;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan peraturan perundang_undangan
sebegaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang_
Undang Nomor 13 Tahun 2O22 tentang perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan
Umum;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara
Daerah;

Pemerintah Pusat dan pemerintahan



6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentangCipta Ke{a Menjadi Undang-Undang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada partai politik sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah
Nomor I Tahun 2018 tentang perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OOg tentang
Bantuan Keuangan Kepada partai politik;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 20lg
tentang Tata Cara Penghitungan, penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, penyaluran, dan laporan
Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan partai
Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2Ol8 tentang Tata Cara penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi pengajuan, penyaluran,
dan L,aporan Pertanggungiawaban penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7T Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun
2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada partai politik;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor g Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor g Tahun 2020
tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten
Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2O23
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun Anggatan 2024;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2O2l tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan partai
Politik Kabupaten Nganjuk;

17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2O22 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dal Fungsi, serta
Tata Ke{a Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran2024;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN NGANJUK
TERMIN I TAHUN ANGGARAN 2024.

Menetapkan Besaran Bantuan Keuangan Kepada partai politik
Kabupaten Nganjuk Termin I Tahun Anggaran 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 9 Januari 2024

lnan sesuai dengan aslinya
AGIAN HUKUM,

R. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SUTRISNO S .si SRI HANDOKO TARUNA
Pembina Tin tI
NrP. 19680 199202 | OOr



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188 / 14 / K/ 41 t.Ot3 / 2024
TENTANG BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN
NGANJUK TERMIN I TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KABUPATEN NGANJUK TERMIN I

TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA PARPOL PER-

OLEHAN

KURSI

PER.

OLEHAN

SUARA

NILAI PER

SUARA SAH

(Rp)

JUMLAH

IRP)

PERBULAN

DAT.AM SETAHUN

(Rp)

PENERIMAAN

TERMIN I BULAN

JANUARI S/D
SEPTEMBER

(Rp)

l 2 3 .+ 5 6=4i5 7 = 6112 8=7x9
I PARTAI DEMOKRASI

INDONESIA

PERJUANGAN {PDIq

13 155_444 5.OOO,OO 777.220.OOO,OO 64.76a.333,33 582.915.000,oo

2 PARTAI KEBANGKITAN

BANGSA (PKB)

9 1I4.O32 5.OO0,00 570.160.000,oo 47.5 r3.33s,33 427.620.OOO,O0

3 PAFIAI HATI NURANI

RAKYAT {P. HANURA)

6 54.941 5.000,oo 294.705.OOO,OO 24.554.750,OO 22t.O28.750,OO

-+ PARTAI GERAKAN

INDONESIA RAYA

(P.CERINDRA)

6 57.93E 5.000,00 289.690.OOO,O0 24.140.a33,33 2t7 .267.'OO.OO

5 PARTAI GOI-ONGAN

KARYA (P. GOLKAR)

5 69.294 5.OOO,OO 346.470.OOO,00 24.872.500,OO 259.a52.500,OO

6 PAR|AI DDMOKRAT 3 45. 171 5.OO0,00 18.821.250,00 169.39r.2sO,00

7 PAR-TAI NASIONAL

DEMOKRAT (P.

NASDEM)

3 3 1.AO 1 5.OOO,OO 159.OOs.OOO,O0 13.250.416,67 119.253.750

8 PAE|AI KEADILAN

SE.JAHTDRA (PKS)

29.7 t4 5.OOO,OO 148.590.000,OO r2.382.500,00 t 1 I.442.500,00

9 PARTAI PERSATUAN

PEMBANGUNAN (PPB

2 14.137 5.OOO,OO 90.685.OOO,O0 7.557.O43,33 6A.O 13.750,OO

lo PARTAI PERSATUAN

INDONESIA (P.

PERINDO)

1 12.415 5.OOO,00 62.O75.OOO,OO 5.172 .916,67 46.556.250,00

JUMLAH 50 592.491 50,000,oo 2.964.455.000 ,00 2.964.45s.OOO,00 2.223.34r.250,OO

S suai dengan aslinya
PALA GIAN HUKUM,

SUTRISNO SH Si
Pembina Tin tI

PJ. BUPATI NGANJUK,

ttd

NIP. 1968050 t99202 1001

SRI HANDOKO TARUNA

NO.

225.855.000,00

2


